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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 

untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)  

bagi orang-orang yang berpikir.” 

(QS. Al-Jatsiya 45:13) 

“Allah Ta‟ala berfirman, „Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Jika ia 

bersangka baik kepadaku, maka (kebaikan) itu untuknya  

dan jika ia bersangka buruk, maka itu untuknya.”  

(HR. Ahmad dalam Musnad-nya no. 9076) 

 

“When you want something, all the universe conspires in helping you to 

achieve it.” 

― Paulo Coelho, The Alchemist 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Beberapa dekade belakangan ini perkembangan teknologi sangatlah cepat 

mulai dari komputer, internet, hingga kriptografi. Teknologi kriptografi 

mengilhami Satoshi Nakamoto menggagas sebuah koin digital bernama bitcoin 

yang berjalan diatas teknologi digital baru bernama teknologi blockchain
1

. 

Teknologi blockchain merupakan sebuah perangkat lunak berisikan data buku 

besar akutansi yang di distribusikan ke komputer pengguna yang tersambung 

dalam jaringan besar seluruh pengguna. Sistem blockchain dirancang oleh satoshi 

menggunakan pendekatan terdesentralisasi yang memungkinnya berjalan tanpa 

adanya server terpusat.  

Blockchain terdiri dari kumpulan data yang terdiri dari rantai paket data (blok) 

di mana sebuah blok terdiri dari beberapa transaksi. Perluasan blockchain terjadi 

dengan penambahan setiap blok berikutnya, sehingga berpuncak pada buku besar 

komprehensif yang merangkum keseluruhan riwayat transaksi. Validasi blok 

difasilitasi oleh peserta jaringan melalui penerapan teknik kriptografi. Dalam 

hubungannya dengan data transaksi, setiap blok dilengkapi dengan stempel waktu, 

nilai hash dari blok sebelumnya (induk), dan nonce, yang berfungsi sebagai 

variabel acak untuk memverifikasi hash. Kerangka kerja ini menjamin integritas 

seluruh blockchain, hingga kembali ke blok awal yang dikenal sebagai blok 

genesis. Keunikan nilai hash berfungsi untuk secara substansif mengurangi risiko 

                                                             
1
 Kose John, Maureen O‟hara, Fahad Saleh, 2022, “Bitcoin and Beyond.”, Annual Review 

of Financial Economics, Vol. 14, hlm.96. 
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perilaku penipuan, karena setiap modifikasi pada blok dalam rantai secara 

konsisten akan menghasilkan perubahan nilai hash yang relevan. Apabila 

mayoritas jaringan komputer (node) dalam jaringan mencapai konsensus 

mengenai legitimasi transaksi yang dienkapsulasi dalam blok dan validitas blok 

itu sendiri, blok tersebut kemudian dapat dimasukkan ke dalam rantai. Akibatnya, 

transaksi baru tidak secara instan dituliskan ke dalam buku besar; melainkan, 

mekanisme konsensus mengharuskan transaksi ini disimpan dalam blok untuk 

durasi tertentu sebelum akhirnya dicatat dalam buku besar. Selanjutnya, data yang 

terkandung dalam blockchain menjadi tidak dapat diubah tetapi dapat dihapus
2
. 

Teknologi blockchain terus menerus dikembangkan, hingga para penggunanya 

dapat menulis sebuah kontrak digital yang dapat mengeksekusi perjanjian secara 

otomatis atau yang sering disebut smartcontract 
3
. Smartcontract pertama kali 

digagas oleh Nick Szabo pada tahun 1994. Smartcontract merupakan sebuah 

perjanjian digital yang menggunakan kode pemrograman kriptografi dan 

kemudian disimpan ke dalam blockchain. Nick Szabo menciptakan smartcontract 

dengan tujuan yakni mengurangi ketergantungan pihak ketiga dan meminimalisir 

kerugian ekonomi
4
. Smartcontract sebagai algoritma dapat berjalan otomatis 

apabila syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Pihak dalam perjanjian dapat 

                                                             
2
 Michael Nofer, et al, 2017, "Blockchain", Business & information systems engineering, 

Vol. 59, No. 3, hlm. 183-184 
3
 Isna Nugraha, Wahyudi Sutopo, 2018, “Perkembangan Teknologi Blockchain Dalam 

Traceability System: Studi Kasus Penelitian Terindeks Scopus.”, Prosiding Seminar Nasional 

Sains dan Teknologi, Vol. 1, No.1, hlm.201. 
4
 Nick Szabo, 1996, “Smart contracts: building blocks for digital markets.”, The Journal 

of Transhumanist Thought, Vol. 16, hlm.2-4.  
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bertransaksi langsung satu sama lain karena perjanjian pintar menghilangkan 

kebutuhan pihak ketiga
5
. 

Pada tahun 2013, Vitalik Buterin menerbitkan sebuah paper berisikan ide 

mengenai blockchain 2.0 atau disebut ethereum. Ethereum kemudian diluncurkan 

oleh Vitalik pada tahun 2015
6
. Blockchain dan smartcontract membawa revolusi 

baru terhadap berbagai sektor kehidupan termasuk sektor keuangan. Para peneliti 

dan pebisnis memanfaatkan teknologi blockchain dan smartcontract untuk 

menghasilkan beberapa pembaruan seperti contoh koin kripto alternatif dan juga 

decentralized autonomous organization
7
. Decentralized autonomous organization 

atau decentralized apps (DAPSS) mulai bermunculan pada tahun 2014 di 

blockchain 2.0 seperti makerdao
8
.  

Makerdao dalam melakukan kegiatannya membuat sebauh protokol yang 

disebut Maker protokol. Maker protokol kemudian menggabungkan teknologi 

blockchain dan sektor keuangan yang menjadi pemrakarsa decentralized finance
9
. 

Decentralized finance yang selanjutnya disingkat (DeFi) merupakan sebuah 

ekosistem layanan keuangan tumpukan protokol smart contract yang dibangun 

diatas platform smart contract publik terdesentralisasi tanpa bergantung pada 

                                                             
5
 Dwi Hidayatul Firdaus. 2020, “Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Prespektif 

Hukum Perjanjian.”,  Jurnal Qolamuna, Vol. 6, No. 1, hlm.39. 
6
 Satpal Singh Kushwaha, Sandeep Joshi, et al, 2022, "Ethereum Smart Contract Analysis 

Tools: A Systematic Review.", IEEE Access, Vol. 10, hlm.57039. 
7
 Budi Raharjo, 2022, “Uang Masa Depan : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies”, 

Yayasan Agus Prima Teknik, Semarang, hlm.42. 
8
 Nugroho Hardiyanto, Wahyu Rafdinal, Cahaya Juniarti, 2023, “Financial Technology In 

The New Era: Cryptocurrency.”,  Mazda Media, Bojonegoro, hlm.112. 
9
 Eleunthia Wong Ellinger, et al, 2023, “Decentralized Autonomous Organization (DAO): 

The case of MakerDAO.” Journal of Information Technology Teaching Cases, Vol. 14, No. 2, 

hlm.3. 
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perantara dan lembaga tersentralisasi seperti pada bank konvensional
10

. 

Decentralized finance menawarkan layanan yang melebihi bank konvensional 

seperti pinjam-meminjam, pinjaman cepat, yield farming, bursa terdesentralisasi, 

tata kelola, perdagangan aset kripto, asuransi, staking, dan lainnya
11

. 

Decentralized finance menawarkan beberapa kelebihan yang tidak dimiliki 

oleh sistem keuangan konvensional seperti transparansi, keamanan, dan 

aksesibilitas yang lebih tinggi
12

. Pengguna DeFi dapat melakukan transaksi secara 

langsung tanpa perantara dengan biaya yang lebih rendah dibanding layanan 

keuangan konvensional
13

. DeFi dengan segala Kelebihannya tersebut sangat 

menarik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin melipat gandakan 

uang mereka
14

. Pada oktober 2024, semua token kripto memiliki total nilai pasar 

sebesar $219 triliun dolar Amerika Serikat, dan terdapat lebih dari $83,3 miliar 

dolar Amerika Serikat total nilai terkunci dalam protokol DeFi, sebuah metrik 

untuk setoran invest
15

.  

DeFi juga memiliki banyak masalah di balik banyak manfaatnya. DeFi dengan 

adanya desentralisasi, kenyamanan, anonimitas serta batasan yang rendah, 

membuat pengunanya terpapar risiko yang lebih banyak dibanding lembaga 

                                                             
10

 Indria Sukma Sektiyaningsih, 2022, “Tren Nft Dan Defi Dalam Bisnis Di Era 

Metaverse,” Jmba - Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Vol. 8, No. 2, hlm.26. 
11

 Subrahmanyasarma Chitta, 2019, "Decentralized Finance (DeFi): A Comprehensive 

Study of Protocols and Applications", Distributed Learning and Broad Applications in Scientific 

Research, Vol. 5, hlm.130-132. 
12

 Mention, Anne Laure, 2019, “The Future of Fintech”, Research-Technology 

Management, Vol. 62, No. 4, hlm.61.  
13

 Patrick Edmund Schueffel, 2021, “DeFi: Decentralized Finance - An Introduction and 

Overview.” Journal of Innovation Management, Vol. 9, No. 3, hlm.1. 
14

 Dirk A. Zetzsche, Douglas W. Arner, and Ross P. Buckley, 2020, “Decentralized 

Finance”, Journal of Financial Regulation, Vol. 6, hlm.174. 
15

 Stablecoins (n.d.). DefiLlama. https://defillama.com/ diakses 7 Oktober 2024 

https://defillama.com/
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keuangan konvensional
16

. DeFi memiliki celah-celah yang dapat digunakan oleh 

hacker untuk mencuri uang yang tersedia di dalam platform DeFi pada tahun 2024 

saja para hacker mencuri dana sebanyak $2.114 Miliar Dolar Amerika Serikat
17

. 

Kode kontrak pintar yang menjadi tempat beroperasi DeFi dapat terjadi error 

menyebabkan transaksi tidak terjadi dan juga bisa membuat celah yang dapat 

dipakai hacker untuk menarik dana di kontrak pintar tersebut
18

.  

Sistem operasional DeFi protokol dan aplikasi sebagian besar masih 

menggunakan sebuah token yang memperbolehkan pemegangnya untuk 

memvoting kegiatan di protokol. Sistem operasional tersebut dapat disalahkan 

gunakan pemegang kunci atau token untuk membuang token yang dimilikinya ke 

pasar yang membuat suplai token berlebih dan menggangu kredibilitas protokol
19

. 

Jaringan dasar blockchain yang menjadi wadah DeFi dapat diserang yang 

menyebabkan adanya kemungkinan harga untuk bertransaksi tiba-tiba melambung 

tinggi
20

.  

Tidak hanya itu, DeFi memiliki tingkat volatilitas yang tinggi dan dapat 

memungkinkan aset yang dipinjam atau dijadikan jaminan terkena likuidasi
21

. 

                                                             
16

 Liyi Zhou, et al., 2023, "SoK: Decentralized Finance (DeFi) Attacks." 2023 IEEE 

Symposium on Security and Privacy (SP), USA, hlm.2448. 
17

 BSCN, 15 Oktober 2024,  “Crypto Losses in 2024 Soar to $2.11 Billion, Surpassing 

2023‟s Annual Total: Report”, 

https://coinmarketcap.com/community/articles/670dabb00bed0a7fc4bd98f9/  diakses 29 Oktober 

2024 
18

 Simon Nwagbala, Peter Nwankwo, 2024, “Decentralized Finance (Defi) Risks And 

Regulation: An Investigative Analysis.”, Advance Journal of Banking, Finance and Investmen, 

Vol. 8, No. 4, hlm.26. 
19

 Fabian Schär, 2020 “Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based 

Financial Markets.” Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Vol. 103, No. 2, hlm.170. 
20

 Sandeepa Kaur, et al, 2023, “Risk analysis in decentralized finance (DeFi): a fuzzy-

AHP approach.”, Risk Management, Vol. 25, No. 13, hlm.3.1 
21

 Mark Truchet, Februari 2022, “Decentralized Finance (Defi): Opportunities, 

Challenges And Policy Implications”, hlm.73. diakses 7 Oktober 2024 

https://www.eurofi.net/current-topics/decentralised-finance/ 

https://coinmarketcap.com/community/articles/670dabb00bed0a7fc4bd98f9/
https://www.eurofi.net/current-topics/decentralised-finance/
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Pinjaman cepat tanpa jaminan kolateral yang tersedia di DeFi juga menjadi resiko 

terhadap harga pasar yang dapat naik dan/atau turun tajam secara tiba-tiba
22

. 

Volatilitas harga token kripto yang tinggi dapat menjadi risiko terhadap kestabilan 

pasar DeFi dan meningkatkan risiko investor. Jangkauan DeFi yang luas dan 

anonimitas yang melindungi identitas pengguna terkadang digunakan para 

penjahat untuk melakukan pencucian uang
23

. Pengguna platform DeFi juga 

menghadapi risiko kesulitan mencari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian 

yang dideritanya, karena protokol DeFi dijalankan oleh banyak golongan orang 

tidak hanya satu kelompok
24

.  

Di sisi lain, pengguna platform desentralisasi di Indonesia merasa tidak aman 

secara hukum. Indonesia saat ini belum memiliki aturan khusus yang mengatur 

transaksi di platform DeFi. Proses peralihan pengaturan dan pengawasan segala 

sesuatu yang terkait kripto beralih dari BAPPEBTI ke tangan OJK juga dapat 

menimbulkan masalah apabila terjadi masalah terhadap konsumen
25

. Konsumen 

DeFi juga menghadapi risiko secara hukum, seperti kesulitan untuk menuntut hak 

mereka jika terjadi kerugian, kehilangan aset digital. Hal tersebut disebabkan 

karena sulitnya menentukan pihak yang dapat dimintakan pertanggung 

jawabannya serta proses pembuktian kepemilikan aset yang sulit bagi masyarakat 

yang awam. 

                                                             
22

 Hilary J. Allen, 2023, “DeFi: Shadow Banking 2.0?”, William & Mary Law Review, 

Vol. 64, No. 4, hlm.939. 
23

 Sesha Kethineni, Ying Cao, 2020, “The Rise in Popularity of Cryptocurrency and 

Associated Criminal Activity” International Criminal Justice Review, Vol. 30, No. 3, hlm.2. 
24

 Aina Turillazzi, et al, 2023, “Decentralised Finance (DeFi): a critical review of related 

risks and regulation” SSRN Electronic Journal, hlm.9. 
25

 Yovianda Arief Pratama, 2023, ” Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang 

Cryptocurrency Di Indonesia”, Jurnal Sosial Dan Sains, Vol. 3, No. 13, hlm.15-16. 
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Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip utama perlindungan konsumen yang 

mengharuskan keamanan dan kepastian hukum untuk setiap konsumen saat 

melakukan transaksi. Perlindungan konsumen terhadap pengguna DeFi sendiri 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UU PK) juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK). Regulasi ini 

melindungi konsumen dan memastikan teknologi baru ini berkembang tanpa 

menimbulkan risiko yang berlebihan.  

Dengan ekonomi digitalnya berkembang pesat, Indonesia harus segera 

mengambil tindakan yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan ini. 

Penggunaan keuangan bebas di Indonesia dapat menimbulkan masalah hukum 

yang sulit dan berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan secara 

keseluruhan dan konsumen. Untuk itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis 

tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Pengguna Platform Decentralized Finance Dalam Jaringan 

Blockchain Di Indonesia“ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapaun permanasalahan yang 

akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kerangka hukum positif di Indonesia dalam melindungi 

pengguna platform decentralized finance? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna platform decentralized 

finance dalam menghadapi risiko di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan mengenai kerangka hukum positif di Indonesia dalam 

melindungi pengguna platform decentralized finance 

2. Menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pengguna platform 

decentralized finance terhadap risiko yang dihadapi di Indonesia 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin diraih penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan 

dan wawasan bagi masyarakat terutama calon konsumen pengguna 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan didalam platform 

decentralized finance  

b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan 

terutama bidang keilmuan hukum perdata yang berkenaan dengan 

perlindungan terhadap pengguna platform decentralized finance 
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2. Secara praktis 

a. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada 

masyarakat dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi pengguna 

platform decentralized finance, serta referensi peraturan perundang-

undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna 

platform decentralized finance 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan bahan 

pemerintah khususnya lembaga OJK terkait pembentukan pengaturan 

yang lebih mengedepankan perlidungan hukum terhadap pengguna 

platform decentralized finance 

E. Ruang Lingkup 

Untuk Mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai 

pembahasan skripsi ini, penulis membatasi penelitian ini dengan fokus pada 

bahasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

kegiatan transaksi cryptocurrency terkhusus decentralized finance, kemudian 

perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna decentralized finance dalam 

jaringan blockchain serta risiko yang dihadapi konsumen pengguna decentralized 

finance di Indonesia. 
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F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa teori sebagai panduan 

untuk memeberikan batasan penulis dalam mengkaji permasalahan pada 

penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Teori Keadilan 

Hukum sebagai pedoman hidup masyarakat juga memiliki sebuah tujuan. 

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum mencakup tiga tujuan 

utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tujuan hukum dapat 

dianggap tercapai jika undang-undang yang berlaku dalam masyarakat 

memenuhi ketiga kriteria yang disebutkan di atas. Ketiga elemen ini secara 

kolaboratif berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang optimal. 

Undang-undang dianggap adil ketika merangkum kepastian hukum dan 

menghasilkan hasil yang menguntungkan. Kepastian hukum 

dimanifestasikan dalam hukum ketika itu adil dan menguntungkan. Undang-

undang dianggap menguntungkan jika adil dan memiliki kepastian hukum
26

.  

Dalam karya nya Ethica Nichomachea, Aristoteles mengartikulasikan 

bahwa keadilan memerlukan penyediaan hak yang setara, yang terdiri dari 

kesetaraan numerik dan keadilan proporsional. Kesetaraan numerik 

menandakan bahwa setiap individu atau warga negara dianggap sebagai unit 

atau kapal yang identik, sehingga diperlakukan sama di bawah hukum. 

Keadilan proporsional berarti memberikan kepada setiap individu apa yang 

                                                             
26

 Fatma Afifah, Sri Warjiyati,  2024, “Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum”, Jurnal 

Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No. 2, hlm.143-144. 



11 

 

mereka layak, tergantung pada kemampuan dan pencapaian mereka. 

Aristoteles selanjutnya mengkategorikan keadilan menjadi dua bentuk yang 

berbeda, yaitu: 

a. Keadilan distributif berkaitan dengan hukum publik dan menyangkut 

alokasi penghargaan, kekayaan, dan sumber daya sosial lainnya 

berdasarkan kedudukan sosial seseorang.  

b. Keadilan korektif membahas perbaikan kesalahan, mengadvokasi 

kompensasi atas kerugian dan pemulihan status quo bagi pihak yang 

dirugikan, atau memberikan hukuman kepada pelaku dengan maksud 

untuk merekonsiliasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh 

ketidakadilan
27

. 

John Rawls merumuskan dua prinsip teori keadilan. Prinsip pertama 

adalah prinsip kebebasan yang sama semaksimalnya (principle of greatest 

equal liberty). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak 

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang didistribusikan 

secara seragam di antara semua. Ini mencakup hak-hak yang terkait dengan 

keterlibatan politik, kebebasan untuk menyuarakan pendapat, dan kebebasan 

praktik beragama. 

John Rawls membagi prinsip kedua menjadi dua yaitu prinsip perbedaan 

(difference principle) dan prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity 

                                                             
27

 Zakki Adlhiyati, Achmad, 2019, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian 

Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, 

No.2, hlm.417. 
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principle).  Rawls berpendapat bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi 

harus disusun dengan cara yang secara wajar diantisipasi untuk 

menguntungkan semua individu (prinsip perbedaan), dan perbedaan ini 

harus dikaitkan dengan peran dan posisi yang dapat diakses oleh semua 

orang (prinsip kesempatan yang sama)
28

. Teori ini digunakan untuk 

memastikan terdapatnya keadilan dalam kerangka hukum di indonesia 

dalam melindungi pengguna platform DeFi.  

2. Teori Kepastian Hukum 

Hukum hadir sebagai sarana memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat
29

. Teori ini 

menekankan pentingnya aturan yang jelas dan tegas untuk melindungi hak-

hak konsumen, memberikan jaminan perlindungan, serta mengurangi risiko 

yang mungkin timbul akibat terjadinya kekosongan hukum. Menurut Van 

Apeldoorn, kepastian hukum mengacu pada suatu kondisi di mana kerangka 

hukum beroperasi sebagai standar yang konsisten dan koheren untuk 

mengatur perilaku masyarakat. Konsep kepastian hukum menyiratkan 

bahwa hukum harus menunjukkan prediktabilitas, keandalan, dan kejelasan, 

sehingga memungkinkan individu untuk memahami kewajiban mereka dan 

mengurangi ambiguitas mengenai standar hukum
30

. 

                                                             
28

 Bahder Johan Nasution, 2014, „Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari 

Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Yustisia, Vol. 3, No. 2, hlm.126. 
29

 C.S.T. Kansil, et al, 2000, “Kamus Istilah Aneka Hukum”, Jalan Permata Aksara, 

Jakarta, hlm.385. 
30
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Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum berlaku dalam beberapa 

situasi, yaitu:  

a. Tersedia pengaturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diakses, 

diterbitkan oleh atau diakui oleh kekuasaan; 

b. Instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara 

konsisten serta patuh terhadapnya; 

c. Mayoritas dari warga menyetujui muatan isi dan menyesuaikan perilaku 

mereka terhadap peraturan tersebut; 

d. Hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak (independent and 

impartial judges) dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara 

konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum di pengadilan; 

e. Putusan peradilan dilaksanakan secara nyata
31

. 

Teori ini digunakan untuk menguraikan rumusan masalah poin pertama 

terkait dengan kerangka hukum positif di Indonesia dalam melindungi 

pengguna platform DeFi. 

3. Teori Perlindungan Hukum  

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk 

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

melanggar hukum demi menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga 

                                                             
31

 Jan Michiel Otto, 2012, “Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang [Real 

Legal Certainty in Developing Countries]”, In A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Eds.), 

Kajian Socio-Legal [SocioLegal Studies], Jakarta, Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, 
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semua orang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia
32

. Menurut 

C.S.T. Kansil, Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan 

oleh hukum, yang mencakup hak dan kewajiban manusia sebagai subyek 

hukum dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya
33

. 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah perlindungan 

yang diberikan kepada masyarakat untuk menikmati hak-hak asasinya agar 

tidak dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum mengatur hubungan 

pemerintah dan antar individu. Satjipto mendasarkan teori ini dari tujuan 

hukum yang dikemukakan Fitzgerald berisi tujuan hukum ialah untuk 

mengorganisasi berbagai kepentingan masyarakat dengan cara pembatasan 

terhadap hak masyarakat
34

. 

Muchsin berpandangan bahawa perlindungan hukum adalah aturan yang 

berlaku melindungi subyek hukum dan memaksa mereka untuk 

melakukannya melalui sanksi
35

. 

Philipus M. Hadjon dalam bukunya membagi perlindungan hukum 

menjadi dua bentuk, yaitu: Perlindungan preventif dilakukan melalui 

peraturan perundang-undangan dengan maksud memberikan batasan -

batasan antara hak dan kewajiban dan mencegah terjadi perkara. Sementara 

itu, perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan 

menyelesaikan permasalahan akibat adanya pelanggaran terhadap hak 

                                                             
32

 Setiono, 2004, “Rule of Law (Supremasi Hukum)” Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3. 
33
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Pustaka, Jakarta, hlm.102. 
34
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35
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subyek hukum. Perlindungan represif dilakukan dengan memberikan sanksi 

pidana, perdata, dan/atau administratif oleh peradilan
36

. 

Teori perlindungan hukum memastikan konsumen yang mana dalam 

penelitian ini adalah pengguna platform DeFi mendapatkan perlindungan 

hukum. Teori ini ditujukan untuk menguraikan rumusan masalah poin 

kedua, terkait perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen 

pengguna platform DeFi  di  Indonesia. 

 

G.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulakan dan mengelola informasi yang dianggap secara tepat secara 

ilmiah dan sistematis untuk menuntaskan penelitian ini. Metode yang digunakan 

penulis dalam penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna 

Platform Decentralized Finance Dalam Jaringan Blockchain di Indonesia“ adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan proposal 

skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian berjenis yuridis-

normatif merupakan penelitian yang dalam penyusunannya dilakukan 

dengan menganalisis norma, kaidah, asas, teori, filosofi, dan aturan hukum 

untuk menemukan solusi atas masalah yang ada
37

. Oleh karena itu, 

                                                             
36

 Philipus M. Hadjon, 1987, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Bina Ilmu, 
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penelitian yuridis normatif adalah penelitian studi dokumen kepustakaan 

yang diperoleh dari peraturan perudang-undangan, perjanjian, keputusan 

pengadilan, dan doktrin hukum.   

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini perlu 

mempertimbangkan bagaimana peraturan tersebut khusus atau umum, 

serta struktur norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan
38

. 

b. Pendekatan Analisis (analysis approach) 

Pendekatan analisis merupakan pendekatan yang melibatkan 

pemeriksaan teks-teks hukum untuk menjelaskan makna yang terkandung 

dalam terminologi peraturan perundangan-undangan, serta untuk 

memahami aplikasi praktis dan implikasinya dalam putusan hukum. 

Pendekatan ini dilakukan melalui dua tahap, pertama, dengan 

memperoleh makna baru yang terkandung dalam peraturan yang 

bersangkutan. Kedua, menguji istilah istilah hukum yang diperoleh 

dengan analisis terhadap putusan-putusan hakim, dan dijadikan dasar 

                                                             
38
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untuk membentuk argumen hukum dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian
39

. 

c. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual merupakan metodologi yang didasarkan pada 

perspektif dan prinsip ilmu hukum yang berlaku. Memahami perspektif 

doktrinal ini memiliki potensi untuk menjelaskan dan memperkuat 

gagasan atau gagasan yang menghasilkan pengertian, konsep, dan 

prinsip-prinsip hukum yang dianggap relevan dengan masalah yang 

dihadapi
40

. 

3. Sumber Bahan Penelitian 

Berdasarkan jenis penelititian yang dilakukan merupakan penelitian 

hukum normatif, maka penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu, bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk 

menunjang penelitian dengan sebagai berikut:  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat yang 

mengikat dan memaksa seperti peraturan perundang – undangan, putusan 

pengadilan, hukum adat, traktat
41

. Penulis menggunakan bahan primer 

yang terkait dengan penelitian ini yaitu: 
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1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821;  

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan yang ditulis dalam Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,  Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6845; 

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; 

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan; 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekundur berfungsi sebagai penjelas dari pada bahan 

hukum primer. Bahan hukum skunder terdiri dari hasil karya seorang ahli 

seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini
42

. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan 
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sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti penulis
43

. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan studi 

kepustakan dan media internet untuk mengumpulkan bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier dari berbagai sumber, kemudian mempelajari literatur, 

buku, atau peraturan perundang-undangan dan mengutip bagian yang 

relevan dengan topik penelitian
44

. 

5. Teknik Analisis Bahan 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitin ini menggunakan 

metode deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang suatu 

peristiwa-peristiwa hukum atau non hukum secara sistematis
45

. Selanjutnya 

akan dianalisis dengan analogi hukum, sebuah analogi ditarik ke peraturan 

perundang-undangan yang sebanding dengan mengidentifikasi kesesuaian 

komponen-komponen nya. Dengan demikian, peristiwa tertentu yang tidak 

termasuk dalam undang-undang tersebut, kemudian dikontekstualisasikan 

sesuai dengan kerangka peraturan yang ditetapkan
46

.  

 

                                                             
43

 Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi, 2023, “Metode 

Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan 

Empiris”, Badamai Law Journal, Vol. 8, No. 2, hlm.401. 
44

 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, “Metodologi Riset Hukum”, 

Oase Pustaka, Sukoharjo, hlm.70. 
45

 I Gusti Ketut Ariawan, 2013, “Metode Penelitian Hukum Normatif”,  Jurnal Hukum, 

Vol. 1, No. 1, hlm.29. 
46

 Abdul Manan, 2013, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di 

Peradilan Agama”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, hlm.194. 



20 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini menggunakan metode deduktif, artinya menarik suatu kesimpulan yang 

terangkum dalam suatu perbandingan atau lebih
47

 Dengan kata lain metode 

deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal-hal umum yang terhadap 

permasalahan khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang ada
48

. 
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